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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

 Dari analisis dan teori yang sudah dipaparkan pada pembahasan 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan yaitu: 

1. Implementasi pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing di Universitas Islam 

Negeri Imam Bonjol Padang belum terlaksana dengan baik. Kerjasama dengan 

perusahaan outsourcing PT Zalmi sebagai penyedia tenaga kerja. Pada 

penerapan pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja outsourcing di 

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang belum sepenuhnya dilaksanakan 

sesuai dengan Undang-Undang ketenagkerjaan seperti: hubungan kerja, waktu 

kerja, jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja dan yang telah sesuai 

dengan Undang-Undang adalah mengenai penghasilan yang telah layak 

diterima oleh para pekerja.  

2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kerja terhadap tenaga kerja 

outsourcing di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang adalah kejelasan 

dalam perjanjian yang tidak diberikan kepada pekerja, keterbatasan 

komunikasi, Perusahaan tidak mematuhi hukum yang berlaku, dan faktor 

pendidikan. 

3. Analisis Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Fikih Muamalah terkait 

perjanjian kerja outsourcing di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 

belum sepenuhnya sesuai dengan peaturan yang berlaku, diantaranya 

pembagian dalam kontrak kerja yang sudah terpenuhi adalah kelayakan upah 

yang sudah diterima dan kontrak kerja yang tidak terpenuhi adalah hubungan 

kerja, jam kerja, dan jaminan Kesehatan dan kelamatan. Serta pandangan fikih 

muamalah terhadap pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing belum sesuai 

dengan rukun dan syarat serta prinsip-prinsip Ijarah diantaranya: kejelasan 

akad, pemenuhan hak dan perlindungan hak kesehatan pekerja, tranparansi 
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dan tanggung jawab, dan kepatuhan hukum syariat dan hukum positif serta 

prinsip ijarah yang sudah terpenuhi adalah prinsip keadilan upah. 

5.2 Saran  

Setelah selesai dari penyusunan skripsi ini, maka penulis akan 

menyampaikan beberapa saran sebagai masukan yang bermanfaat, sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharabkan agar PT. 

Zalmi lebih bijak lagi dalam menerapkan isi dari kontrak kerja sama yang 

dilakukan dan lebih memperhatian prinsip keadilan terhadap para seluruh 

pekerja, tanpa membeda-bedannya, hal ini diharabkan dapat meningkatkan 

semangat dan motivasi dan kesejahteraan para pekerja dalam melakukan 

pekerjaan.  

2. Bagi Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan dapat mengekplorasi dampak dari kebijakan-

kebijakan yang ada dalam kontrak kerja sama terhadap motivasi, produktivitas 

serta kesejahteraan pekerja melalui pendekatan kualitatif atau lapangan serta 

harus meningkatkan secara spesifik untuk menegakkan keadilan bagi para 

pekerja dan kesejahteraan pekerja. 

3. Bagi Pembaca 

Sebagai pembaca, diharabkan dapat mengambil wawasan dari penelitian ini 

untuk memahami pentingnya penerapan kontak kerja sama dan transparan 

serta menegakkan prinsip keadilan. Sementara bagi akademis, penelitian ini 

dapat menjadi referensi untuk studi lanjutan terkait keadilan dalam sistem 

kontrak kerja sama. 
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